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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dengan adanya pemekaran daerah provinsi Papua belum sepenuhnya
berdampak pada kesejahteraan masyarakat hukum adat, masih sebatas
bidang-bidang tertentu, seperti dalam kehidupan beragama/religi,
memberikan pemahaman dan keyakinan mengenai alam gaib, aktivitas
ritual dan seremonialnya serta sarana yang berfungsi melaksanakan
komunikasi manusia dengan kekuatan-kekuatan dalam alam gaib melalui
kejiwa-emosian keagamaan yang diintensifkan, Dalam hal budaya,
memberikan pengetahuan terhadap manusia sebagai makhluk sosial yang
digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang
menjadi pedoman tingkah lakunya. Pemerintah Daerah Provinsi Papua
telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua. Kebudayaan
merupakan tatanan kehidupan yang mengandung nilai-nilai etika dan estetika
yang hidup dan berkembang. Mengenai kesejahteraan jasmani pemerintah
daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Perekonomian berbasis kerakyatan. Peraturan Daerah
Khusus ini memuat hal-hal sebagai berikut : Penerapan kebijakan
affirmative terhadap orang asli Papua, Penciptaan dan perluasan pasar,
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budaya kewirausahaan.

. Dengan adanya pemekaran daerah provinsi Papua belum sepenuhnya
berdampak pada peningkatan kualitas peyanan publik, masih sebatas
bidang-bidang tertentu seperti bidang pelayanan pendidikan yaitu
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua, Pasal 1 ayat (12) menegaskan
bahwa “pembangunan pendidikan adalah pembangunan yang meliputi
penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidik yang
berkualitas di tanah Papua”. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (17)
menegaskan bahwa “pendidikan swasta adalah pedidikan yang
diselenggarakan oleh dan atas inisiatif serta prakarsa masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan”. Bidang infrastruktur yaitu
membangun infrastruktur khususnya jalan sebagai bagian sistem
transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam
mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan
dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk
dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan
keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka
mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dirumuskan

maka penulis memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut :
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1. Perlu adanya peningkatan kebijakan dari pemerintah Provinsi Papua
dan penambahan poin pada Peraturan Daerah Provinsi maupun
Peraturan Daerah Khusus yang di dalamnya ada keberpihakan,
perlindungan dan pemberdayaan pada kepentingan masyarakat hukum
adat.

2. Perlu adanya peningkatan pendataan secara statistik dalam
mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, dengan tujuan
agar pelayanan bisa diberikan secara merata oleh pemerintah Provinsi

Papua.
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